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PERAN NEGARA DALAM MORATORIUM PEMBUKAAN LAHAN 
BARU DI SEKTOR KEHUTANAN SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN 
GREEN CONSTITUTION. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. 
Penelitian Hukum ini merupakan hasil analisa tentang implikasi kerusakan 
lingkungan yang disebabkan oleh rusaknya hutan yang semakin parah. Hutan 
merupakan sumber daya alam yang memiliki peran yang besar terhadap 
keberlangsungan kehidupan mahluk hidup di bumi, bahkan kerusakan terhadap 
lingkungan telah menjadi isu internasional. Indonesia merupakan negara ketiga di 
dunia yang memiliki sektor kehutanan yang luas, maka negara Indonesia memiki 
peran yang penting dalam menjaga kelestarian hutan yang dapat 
diimplementasikan dalam berbagai aspek. Hutan selain merupakan sumber daya 
alam yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi dalam pemanfaatannya dari 
berbagai bagian yang ada hingga terjadi eksploitasi di sektor kehutanan.  
Penggunaan di sektor kehutanan di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang 
Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang dikuatkan oleh Undang-Undang 
Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan kerusakan Hutan 
belum mampu mengakomodir pengendalian kerusakan lingkungan di sektor 
kehutanan. Ketidakmampuan tersebut disebabkan karena belum terdapatnya 
prinsip-prinsip green constitution yang terdiri dari pembangunan berkelanjutan 
dan berwawasan lingkungan. Upaya tegas dalam mewujudkan green constitution 
dalam pemulihan hutan adalah melalui moratorium hutan, yang kemudian diatur 
dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang 
Penundaan Pemberian Izin Baru Dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam 
Primer Dan Lahan Gambut yang merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden 
sebelumnya. Selain itu, juga terdapat dalam Peraturan Presiden Republik 
Indonesia Nomor 62 Tahun 2013 tentang Badan Pengelola Penurunan Emisi Gas 
Rumah Kaca Dari Deforestasi, Degradasi Hutan dan Lahan Gambut. 
 

















HIDAYATUL KHAKIMAH, E0012187. JURIDICAL REVIEW OF STATE IN 
THE MORATORIUM OPENING ROLE LAND NEW IN SECTOR 
FORESTRY AS GREEN EFFORTS TO ACHIEVE THE CONSTITUTION. 
Faculty of Law, Sebelas Maret University. 
Legal research is the result of an analysis of the implications of environmental 
damage caused by forest destruction are getting worse. Forest is a natural 
resource that has a major role to the survival of living creatures on the earth, or 
even damage to the environment has become an international issue. Indonesia is 
the third country in the world that has a comprehensive forestry sector, the 
Indonesian state have an important role in conserving the forests that can be 
implemented in various aspects. Besides forest is a natural resource that has a 
high economic value in their usage of various parts that are to occur in the 
exploitation of the forestry sector. The use in the forestry sector in Indonesia has 
been regulated in Act Number 41 of 1999 on Forestry boosted by Act Number 18 
of 2013 on the Prevention and Eradication of forest damage have not been able to 
accommodate the environmental damage control in the forestry sector. That 
inability, due to the presence of the principles not yet green constitution which 
consists of environmentally sustainable development. Efforts resolute in realizing 
green constitution restoring forests is through a forest moratorium, which is 
regulated in the Presidential Decree of the Republic of Indonesia Number 8 of  
2015 On New Permit Delays And Improving Governance Primary Forest and 
Peatland is a follow up to Presidential Instruction before. In addition, there is 
also the Indonesian Presidential Regulation Number 62 of 2013 on the 
Management Board Decrease Greenhouse Gas Emissions From Deforestation, 
forest degradation and peatland. 
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